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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan perizinan 

elektronik DPMPTSP Kabupaten Lamongan (PERZELA) menurut masyarakat, untuk 

mengetahui tingkat kualitas pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kabupaten 

Lamongan, dan untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan perizinan 

elektronik (PERZELA) DPMPTSP Kabupaten Lamongan. kebijakan perizinan 

terhadap kualitas pelayanan perizinan elektronik pada DPMPTSP Kabupaten 

Lamongan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah perpaduan 

antara metode kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan teknik analisis statistik 

deskriptif, statistik inferensial, dan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini 

adalah: Pertama, masyarakat menilai rata-rata skor variabel X yaitu Implementasi 

Kebijakan Perzela adalah sebesar 4,1 dari total skor tertinggi 5,0 yang berarti 

masyarakat cukup yakin Perzela telah tiada. Sehat. Kedua, tingkat kualitas pelayanan 

DPMPTSP khususnya dalam hal perizinan online menurut masyarakat rata-rata skor 

variabel Y yaitu Implementasi Kebijakan Perzela adalah 4,0 dari total skor tertinggi 

5,0 yang berarti bahwa Masyarakat menilai tingkat kualitas pelayanan perizinan online 

DPMPTSP Kabupaten Lamongan berada pada tingkat kualitas tinggi. Ketiga, terdapat 

pengaruh positif antara Kebijakan Perzela terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan 

Online, namun dengan tingkat hubungan atau pengaruh yang rendah, dimana besarnya 

pengaruh Kebijakan Perzela (X) terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Online (Y) 

sebesar 6,5% sedangkan pelayanan 93,5%. kualitas dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 

Kata Kunci: DPMPTSP Lamongan; Kebijakan; Pelayanan Perizinan; PERZELA 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the implementation of the Lamongan 

Regency DPMPTSP electronic licensing policy (PERZELA) according to the 

community, to determine the level of online licensing service quality at the Lamongan 

Regency DPMPTSP, and to analyze the influence of the Lamongan electronic 

licensing policy on the quality of electronic licensing services at the Lamongan 

Regency DPMPTSP. The research method used in this thesis is a mix of qualitative 

and quantitative methods, using descriptive statistical analysis techniques, inferential 

statistics, and qualitative descriptive. The results of this study are: First, the 

community assesses the average score for variable X, namely the implementation of 

the Perzela Policy, which is 4.1 out of the highest total score of 5.0, which means that 

the community quite believes that Perzela has gone well. Second, the level of service 

quality of DPMPTSP, especially in terms of online licensing according to the 

community, the average score for variable Y, namely the implementation of the 

Perzela Policy is 4.0 out of the highest total score of 5.0, which means that the 
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community considers that the level of online licensing service quality for DPMPTSP 

Lamongan Regency is at the level of high quality. Third, there is a positive influence 

between Perzela Policy on Online Licensing Service Quality, but with a low level of 

relationship or influence, where the influence of Perzela Policy (X) on Online 

Licensing Service Quality (Y) is 6.5% while 93.5% service quality is influenced by 

variables others not investigated. 
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Pendahuluan 

Berbagai fenomena muncul di Indonesia, yang mana fenomena tersebut 

menggambarkan kualitas pelayanan publik yang selama ini begitu buruk dan tidak 

memuaskan bagi masyarakat. Masyarakat sudah kian lama mengeluhkan kualitas 

pelayanan publik yang jauh dari harapan. Berbagai lembaga pelayanan, sudah sering 

masuk dalam laporan masyarakat, hal itu tercermin dari banyaknya surat kabar maupun 

media elektronik seperti radio, televisi, online dan lain lain yang meliput atau 

memberitakan tentang laporan ketidak puasan masyarakat dalam hal pelayanan publik. 

Dan dari media-media tersebut lah bisa kita fahami bahwasanya masih banyak terdapat 

masalah terkait keluhan ketidakpuasan masyarakat dalam hal pelayanan. Karena dari 

pelayanan publik itulah seharusnya akan lahir suatu peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan kualitas pelayanan yang meningkat dan diterima oleh masyarakat1. 

Dalam kehidupan politik dan bernegara, erat kaitannya dengan segala hal yang 

berhubungan dengan pemerintah, seperti halnya birokrasi dan pelayanan publik. 

Birokrasi yang biasa juga dimengerti sebagai pemerintah, adalah aktor utama dalam 

segala bentuk pengambilan kebijakan, penentuan strategi administrasi negara dan semua 

hal yang ditujukan untuk mencapai tujuan negara. Tingginya peran birokrasi dalam 

mengatur segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pengaturan 

tata negara berbanding lurus dengan tuntutan kepuasan masyarakat terhadap  efektivitas 

dan kualitas birokrasi itu sendiri. Birokrasi seolah harus selalu berorientasi pada 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, tidak dengan berorientasi pada 

                                                           
1 Ihsanuddin, Kualitas Pelayanan Publik Pada BP2MPD Kabupaten Indragiri Hilir, Jurnal Administrasi 

Publik dan Birokrasi Vol. 1 No.2, 2014, artikel 9, 92 
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kekuasaan, karena manajemen pemerintahan menjadi hal terpenting yang bisa 

menentukan kualitas pelayanan publik serta kepuasan dan kesejahteraan masyarakat2. 

Upaya optimalisasi kinerja aparatur pemerintah sebenarnya sudah dilakukan oleh 

pemerintah melalui perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1974 menjadi Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Di sisi lain untuk 

meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan lain 

berupa Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS dan 

terakhir mengenai Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Alasan keseluruhan kebijakan oleh pemerintah ini, 

disebabkan karena pemerintah mencoba mempercepat perwujudan pelayanan publik yang 

berkualitas3. 

Pelayanan ipublik iyang ibaik ibisa imenjadi iisu ikebijakan iyang istrategis ikarena 

ihal itersebut isangat iberimplikasi iluas ikhususnya idalam imemperbaiki ikepercayaan 

ipada ipemerintah. iSuatu ifenomena iyang ijuga imenjadi imasalah idisini iadalah 

iadanya iketidak ioptimalan ikerja ipemerintah idaerah itermasuk ilembaga-lembaga 

iseperti iDinas iPenanaman iModal idan iPelayanan iTerpadu iSatu iPintu, i(DPMPTSP) 

idalam imenjalankan itugas idan ifungsinya. iOleh ikarena iitu, iperbaikan idi ipelayanan 

ipublik isangat imutlak idiperlukan iagar iimage iburuk imasyarakat ikepada ipemerintah 

idapat idiperbaiki. iMulai idari ilapisan iterbawah itingkat idesa ihingga ibirokrasi ipusat. 

iDari isitulah idapat imempengaruhi ikepuasan imasyarakat isehingga ikepercayaan 

imasyarakat iterhadap ipemerintah idapat iterbangun ikembali ilebih ibaik4. 

Dinas Penamanam Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Lamongan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan awalnya pada tahun 2000 

dengan nama Unit Pelayanan Terpadu (UPT) kabupaten Lamongan. selanjutnya pada 

tahun 2011 berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja 

Lembaga Teknis Daerah kab. Lamongan serta Perbup No. 30 Tahun 2011 tentang 

                                                           
2 Masyhudi, Kinerja Birokrasi Pemerintah dalam Pelayanan Kepada Publik, Jurnal Aplikasia Ilmu Ilmu 

Agama Vol VI No. 1 Juni 2005, 49 
3 Fahmi Rezha, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat, Jurnal 

Administrasi Publik, Vol 1, No 5, 981 
4 Ni Luh Putu Puspitasari, Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kabupaten Bandung, E-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.1 2016, 91 
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kedudukan, tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perijinan. Dinas ini 

merupakan dinas pemerintahan kabupaten Lamongan yang bergerak di wilayah perizinan 

dan penanaman modal serta menjadi penghubung antara pemilik modal dengan 

pemerintah. Tujuan dari DPMPTSP adalah5 diantaranya mewujudkan pelayanan publik 

yang prima, meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja aparat birokrasi, serta 

mendorong kelancaran pemberdayaan ekonomi masyarakat demi kesejahteraan 

masyarakat. 

Kemudian, berdasarkan Perbup No. 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP menciptakan kebijakan tentang 

layanan online yang bisa diakses oleh Masyarakat Kabupaten lamongan yang diberi 

istilah Perizinan Elektronik Lamongan (PERZELA). PERZELA merupakan pengelolaan 

pelayanan secara elektronik yang bisa digunakan untuk mengirim pengaduan, 

mengajukan surat perizinan, dan mengecek tracking dokumen. Selain upaya tersebut, 

DPMPTSP Lamongan juga mengungkapkan bahwasanya semua jenis perizinan tidak ada 

pungutan biaya kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun masalahnya lagi-lagi 

kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat terkait Perzela tentu menyebabkan 

masalah perizinan di Lamongan masih belum menemukan solusi optimal6. 

Namun pada kenyataanya, berbagai tujuan ataupun harapan ketika pelaksanaannya 

mesti masih menemui berbagai kendala, dilihat dari berbagai permasalahan yang hadir 

ditengah masyarakat Lamongan, yang mana seharusnya pelayanan ini memberikan 

kecepatan dan kenyamanan perizinan, pada pelaksanaannya masih ditemui permaslahan 

seperti kurangnya kejelasan dalam hal prosedur, mekanisme yang kadan kurang jelas. 

Sebenarnya DPMPTSP Kabupaten Lamongan adalah salah satu lembaga pelayanan 

publik yang sudah maju, dengan fasilits fasilitas seperti website dan perizinan online 

(Perzela), bahkan pelayanan jemput bola. Namun lagi-lagi kenyamanan, kecepatan 

maupun efektivitas perizinan seperti yang diharapkan oleh lembaga tentu tidak semata-

mata diwujudkan dengan cara itu. Bisa jadi kesenjangan dan keluhan masyarakat lahir 

dari belum menyeluruhnya sistem informasi pelayanan public. Penelitian ini menarik 

dilakukan berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut: 

                                                           
5 https://dpmptsp.lamongankab.go.id/ (Website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Lamongan) 
6 Ardiyanto, Times Indonesia (12 Juli 2018) 
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1. Meningkatnya upaya pembukaan usaha dan penanaman modal masyarakat yang 

menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan 

perizinan, sehingga pelayanan perizinan online menjadi salah satu terobosan 

dalam penambahan fasilitas pelayanan perizinan online 

2. Kualitas pelayanan publik yang masih menjadi problem dalam berbagai lembaga 

birokrasi tidak terkecuali DPMPTSP kabupaten Lamongan, sehingga perlu 

kembali diukur apakah kebijakan Perizinan Online Lamongan (PERZELA) bisa 

menjadi pengaruh positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di 

DPMPTSP kabupaten Lamongan 

3. Mengukur pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap adanya fasilitas 

Perizinan Elektronik Lamongan yang masih cukup awam dan belum terlalu 

familiar dengan fasilitas-fasilitas online melalui media official website maupun 

aplikasi android 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka perumusan masalah yang diajukan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan perizinan elektronik lamongan (PERZELA) 

DPMPTSP kabupaten Lamongan menurut masyarakat? 

2. Seberapa tinggi tingkat kualitas pelayanan perizinan online di DPMPTSP 

Kabupaten Lamongan? 

3. Seberapa besar pengaruh kebijakan perizinan elektronik lamongan terhadap 

kualitas pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kabupaten Lamongan? 

Selanjutnya, penelitian ini akan membahas tentang kerangka teori, metode 

penelitian, serta menyampaikan hasil temuan studi serta pembahasan disertai 

kesimpulan 

KERANGKA DAN METODE RISET 

A. Telaah Pustaka 

1. Kebijakan Publik 

Berdasarkan uraian arti yang sempit, kebijakan adalah keputusan pemerintah yang 

berkaitan dengan segala bentuk upaya memenuhi kepentingan masyarakat, serta 
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memberikan arahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat7. Sementara itu, dalam 

uraian arti yang lebih luas, kebijakan adalah suatu usaha yang digunakan untuk 

menganalia problematika yang terjadi di masyarakat dan mewujudkan solusinya demi 

kepentingan masyarakat serta mengatasi konflik yang tejadi di antara masyarakat8. 

Istilah publik dalam kata kebijakan publik memiliki arti pemerintah sebagai subyek 

karena pemerintah merupakan pihak yang berwenang untuk merumuskan kebijakan dan 

mengatur masyarakat, publik juga memiliki arti kepentingan atau problematika sebagai 

obyek, dimana kebijakan tersebut digunakan sebagai sarana kepentingan masyarakat 

dan solusi permasalahan yang timbul di masyarakat, publik pun juga memiliki arti 

masyarakat sebagai dimensi lingkungan dari kebijakan tersebut9. 

Kebijakan publik menurut James Anderson adalah suatu kebijakan yang dirumuskan 

dan diimplementasikan oleh lembaga pemerintahan guna mencapai solusi permasalahan 

tertentu10, lebih lanjut Anderson menjelaskan elemen-elemen kebijakan publik 

diantaranya11: 

a. Kebijakan publik memiliki orientasi tertentu yang jelas 

b. Kebijakan publik berupa serangkaian upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah 

c. Kebijakan publik adalah sesuatu yang sudah dirumuskan dan 

diputuskan oleh pemerintah dan bukan hanya merupakan gagasan 

pemerintah saja 

d. Kebijakan publik berisi tentang keputusan pemerintah untuk 

melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu 

e. Kebijakan publik bisa bersifat otoritatif atau memaksa 

Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan berbagai teori penjelasan diatas bahwasanya 

kebijakan publik adalah suatu keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan kepentingan masyarakat. 

                                                           
7 Irawan Suntoro, Kebijakan Publik, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2015) 2 
8 Miftah Thoha, Kepemimpnan dalam Manajemen, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2006) 56 
9 Irawan Suntoro, Kebijakan Publik, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2015) 3 
10 Muhammad Ridho Suaib, Pengantar Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Calpulis, 2016) xvii 
11 Ibid, 2 
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Kebijakan pubik mmiliki beberapa unsur yang didasarkan dari struktur kebijakan, 

diantaranya12; 

1) Unsur tujuan. Sudah barang tentu kebijakan merupaka bentuk perwujudan upaya 

dalam mencapai tujuan tertentu sehingga tujuan menjadi unsur pertama dalam 

kebijakan publik. jadi, kebijakan publik harus mencapai kriteria tujuan yang 

jelas,rasional, realistis, dan berorientasi kepentingan umum. 

2) Unsur masalah. Kebijakan publik dirumuskan berdsarkan identifikasi masalah 

dan upaya pemecahan masalah tersebut, jadi, kebijakan publik juga harus 

didasarkan pada identifikasi masalah yang benar dan menguasai fokus 

permasalahan 

3) Unsur tuntutan. Kebijakan publik juga didasarkan dari tuntutan masyarakat yang 

berasal dari kegerahan, dukungan, kritik, maupun tantangan.  

4) Unsur dampak. Dalam merumuskan kebijakan, tentunya pemerintah akan 

mempertimbangkan dampak yang akan terjadi ditengah masyarakat, bisa dampak 

positif maupun sebaliknya. 

5) Unsur sarana/alat kebijakan. Sarana yang dimaksud dalam unsur kebijakan 

adalah kekuasaan, pengembangan kompetensi, insentif, dan simbolisme 

kebijakan. 

Sebelum diimplementasikan kepada masyarakat sebagai solusi permasalahan maupun 

penyelesian konflik, kebijakan publik melewati proses-proses tertentu dari perumusan 

sampai evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah, proses-proses tersebut meliputi13: 

1) Penyusunan agenda. Dimana para pejabat pemeritah mengidentifikasi 

pemasalahan maupun isu yang timbul di masyarakat dan menghimpun semuanya 

untuk diagendakan dalam rapat atau perumusan kebijakan 

2) Formulasi kebijakan. Pejabat mulai merumuskan berbagai solusi alternatif dari 

permasalahan-permasalahan yang sudah ada dan diwujudkan dalam draft usulan 

kebijakan 

3) Adopsi kebijakan. Alternatif kebijakan yang sudah diusulkan kemudian dipilih 

dan diputuskan sebagai kebijakan publik melalui prosedur legislatif 

                                                           
12 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta: Salemba, 2004) 45-54 
13 Chazali Situmorang, Kebijakan Publik, (Depok: SSDI, 2016) 2 
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4) Implementasi kebijakan. Kebijakan yang sudah diputuskan lalu dipublikasikan 

dan dilaksanakan oleh masyarakat 

5) Evaluasi kebijakan. Kebijakan yang sudah diimplementasikan lalu diawasi, 

dinilai, dan dievaluasi sehingga ketika permasalahan baru muncul, bisa 

diidentifikasi dan ditampung kembali sehingga melahirkan proses perumusan 

kebijakan yang baru (dimulai dari penyusunan agenda). 

Kebijakan publik dalam pelaksanaannya juga memiliki beberapa kriteria yang 

dimaksudkan untuk mengukur apakah kebijakan publik yang dirumuskan nantinya 

adalah kebijakan publik yang memiliki outcome yang positif bagi kepentingan 

masyarakat, jika dalam hal pemilihan isu, kriteria yang dimaksud diantaranya14: isu 

yang diangkat adalah isu sensitif yang diperhatikan masyarakat, isu yang kritis sehingga 

tidak bisa diabaikan, isu dalam bidang tertentu, isu yang menyangkut dampak yang luas 

karena melibatkan banyak pihak, dan isu yang berkaitan dengan kekuasaan dan trend 

yang berkembang. 

Kemudian, kriteria yang bisa diukur dalam mencari alternatif kebijakan atau 

mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang diimplementasikan kepada 

masyarakat adalah diantaranya15:  

1) Efectiveness. Efektivitas ini dikur dengan melihat, apakah kebijakan yang 

dikeluarkan nantinya akan memberikan dampak sesuai yang diinginkan oleh 

pembuat kebijakan 

2) Efficiency. Efisiensi ini diukur berdasarkan rasionalitas ekonomis, dengan artian, 

implementasi kebijakan ini nantinya membutuhkan seberapa besar biaya yang 

dikeluarkan oleh pemerintah 

3) Adequacy. Kriteria ini dimaksudkan untuk mengukur cukup atau tidaknya sumber 

daya yang ada jika digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan serta 

mencapai hasil yang diharapkan.  

4) Equity. Kriteria ini adalah kriteria keadilan, dimana hal ini berkaitan dengan 

pembagian beban biaya dari berbagai pihak dan pembagian hasilnya dalam 

masyarakat 

                                                           
14 Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta: Salemba, 2004) 55 
15 Irawan Suntoro, Kebijakan Publik, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2015) 15 



 

 
 

Pengaruh Kebijakan Perzela terhadap  Tingkat Kualitas Pelayanan Perizinan Online 

| POLITIQUE, Volume 4, Number 1, January 2024 9 

5) Responsiveness. Hal ini mengukur bahwa apakah kebijakan yang 

diimplementasukan nanti mampu menjawab persoalan atau permasalahan yang 

timbul di masyarakat. 

 

2. Kebijakan Perizinan Elektronik Lamongan 

Perizinan elektronik lamongan yang kemudian disingkat dengan PERZELA, adalah 

salah satu kebijakan inovasi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamongan yang 

memberikan semua akses pengaduan, perizinan dan non-perizinan kepada masyarakat 

melalui website dan aplikasi android secara online16. Dasar hukum dari terbentuknya 

layanan PERZELA ini adalah BAB V (Pengelolaan Secara Elektronik) PERBUP 

Lamongan No. 48 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan. PERZELA ini dikelola secara langsung oleh DPMPTSP Kabupaten 

Lamongan.  

DPMPTSP Kabupaten Lamongan berdasarkan Pasal 5 Perbup No. 48 Tahun 2017 

Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan juga 

menyediakan fasilitas pelayanan perizinan online dengan nama PERZELA (Perizinan 

Elektronik Lamongan), dengan Standar Pengelolaan Tekhnis sebagai berikut:  

1) Kontinuitas Operasi Perzela. Menjamin PERZELA beroperasi secara kontinuitas 

sesuai standar tingkat layanan, keamanan dan data informasi 

2) Manajemen Aplikasi Otomatis. Melakukan manajemen sistem aplikasi 

otomatisasi proses kerja pelayanan perizinan dan non-perizinan, serta data dan 

informasi, melakukan tindakan untuk mengatasi jika terjadi gangguan terhadap 

PERZELA 

3) Pusat Informaasi dan data. Melakukan sinkronisasi pertukaran data dan 

penyediaan pusat informasi secara langsung (Online) 

4) Jejak Audit. Menyediakan jejak audit/tracking dokumen atas seluruh kegiatan 

PERZELA 

                                                           
16 Website resmi DPMPTSP Lamongan (http://dpmptsp.lamongankab.go.id/) diakses pada 08 November 

2020 

http://dpmptsp.lamongankab.go.id/
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5) Keamanan. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang 

disampaikan DPMPTSP melalui PERZELA 

 

3. Birokrasi 

Birokrasi didefinisikan oleh Max Weber sebagai peranan para aparat atau pejabat 

dalam melangsungkan kedudukan kekuasaan beserta segala kewenangannya baik itu 

dari jabatan terendah sampai pada jabatan tertinggi17., selain itu, para aparat juga 

dituntut memiliki kemampuan dan kapabilitas tinggi dalam mengemban peran tersebut.. 

Birokrasi seringkali diidentikkan dengan pemerintahan karena memang pada umumnya 

birokrasi merupaka lembaga-lembaga pemerintahan.   

Selain memberikan definisi birokrasi, Max Webber juga mengungkapkan bahwa 

birokrasi ideal harus mencakup beberapa tipikal diantaranya18: 1) Pejabat melakukan 

segala kepentingan yang berorientasi terhadap masyarakat  serta terikat aturan-aturan 

tertentu. 2) Jabatan disusun mulai dari jabatan tertinggi ke terendah, serta garis 

koordinasi yang jelas. 3) Pembagian tugas berbagai bidang. 4) kontrak kerja untuk 

masing-masing pejabat birokrat. 5) Seleksi dalam proses rekrutmen sehingga 

menemukan pejabat yang sesuai dengan passionnya. 6) Adanya jenjang karir. 7) 

Penerapan aturan dan standar birokrasi yang tegas. 

Dalam perspektif teori birokrasi Max Webber, dia memberikan beberapa asumsi 

tentang hakekat dan kekuasaan birokrasi. Asumsi Webber tersebut dijelaskan bahwa19: 

yang pertama, kekuasaan birokrat diatur dalam undang-undang secara terperinci dan 

diperhitungkan sebagai sarana mengatur masyarakat dengan kewenangan yang legal. 

Kedua, birokrasi disusun secara hierarkis dengan pembagian klasifikasi bidang 

kelembagaan untuk membatasi kewenangan masing-masing birokrat. Ketiga, birokrasi 

harus mempunyai pucuk kepemimpinan umtuk mengurangi kemungkinan timbulnya 

konflik atau pecah belah di badan birokrasi. Keempat, birokrasi dalam menjalankan 

kewenangannya atau mengimplementasikan aturan, harus bersifat merata dan tanpa 

pandang bulu. Kelima, birokrasi bersifat tetap atau permanen. Keenam, kedisiplinan 

                                                           
17 Agus Hiplunudin, Kebijakan, Birokrasi, Dan Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Calpulis, 2017) 75 
18 Ibid, 77 
19 Lely Indah Mindarti, Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik, (Malang: UB, 2016) 50-

52 
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yang tinggih di tubuh birokrasi, serta penjagaan rahasia tentang informasi atau dokumen 

birokrasi. 

4. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah suatu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat baik dalam hal barang, jasa maupun administrasi20. Pemerintah mempunyai 

hakikat untuk melayani masyarakat dan berorientasi penuh terhadap kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat. Pemerintah juga dituntut berupaya dalam membuat 

masyarakat mampu mengembangkn kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai 

tujuan negara. Pelayanan publik juga bisa diartikan sebagai sarana tumpuan masyarakat 

dalam memenuhi hak-haknya sebagai warga negara,  sebagau bentuk pelayanan yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Badan Usaha Milik 

Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah21. Definisi ini juga sesuai dengan apa yang 

dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 

2003 sebagai: “ Segala bentuk pelayanan baik pelayanan Fisik/barang atau pelayanan 

jasa yang dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat atau 

dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang, baik dilakukan oleh pemerintah 

pusat maupun daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD)22.  

Berdasarkan beberapa penjelasan resmi yng didasarkan oleh UU dan Keputusan 

Menteri diatas, maka bisa difahami bahwa pelayanan publik merupakan upaya 

pemenuhan kebutuhan warga negara terkait pelayanan barang, jasa, dan administrasi, 

yang mana pelayanan tersebut dilakukan oleh instansi pemerintahan pusat maupun 

daerah, termasuk diantaranya BUMN dan BUMD. Selain biasa digunakan sebagai 

pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat, pelayanan publik juga biasa dipakai 

sebagai sarna pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan peraturan undang-

undang. 

5. Kualitas Pelayanan Publik 

                                                           
20 Muhammad Ridho Suaib, Pengantar Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Calpulis, 2016) 199 
21 Ibid, 199 
22  Agus Hiplunudin, Kebijakan, Birokrasi, Dan Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Calpulis, 2017)  107 
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Kualitas merupakan suatu persepsi terhadap barang atau jasa konsumsi yang mana 

apakah hal tersebut sesuai dengan ekspektasi konsumen atau tidak23. Kualitas biasanya 

dipersepsikan pada beberapa hal seperti: 

1) Kualitas obyektif. Pandangan terhadap produk/jasa yang dikonsumsi 

2) Kualitas isi produk 

3) Kualitas proses manufaktur. Kesesuaian hasil akhir yang sempurna 

Sementara itu, kualitas pelayanan publik dimengerti sebagai suatu indikator berhasil 

tidaknya suatu pelayanan bagi pengguna layanan, baik itu keaukuratan layanan, 

amanah, kesesuaian, akses, prosedur dan sebagainya24. Seberapa berhasil suatu 

pelayanan menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat bisa menjadi 

gambaran kualitas pelayanan publik. Pengertian kualitas juga bisa dimengerti sebagai 

gambaran kinerja, reabilitas, kemudahan penggunaan, keindahan dan lain-lain pada 

suatu produk atau karakteristik pelayanan seperti halnya yang diuatarakan oleh 

Setyaningrum (2009:13). Itu artinya, jika produk atau layanan bisa mencakup kesemua 

kriteria tersebut, maka produk atau layanan itu bisa dikatakan sebagai produk sang 

sesuai atau memenuhi kebutuhan customers)25. 

Kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan jasa dan administratif pada 

kenyataanya tidak bisa dinilai dengan semudah itu mengingat berbagai kriteria maupun 

unsur yang dinilai. Faktanya, salah satu tolak ukur utama tehadap negara yang berhasil 

atau negara yang gagal adalah deengan menilai kualitas pelayanan publiknya. Oleh 

karena itu, Indonesia dan banyak negara demokrasi lain menaruh perhatian penuh pada 

kualitas pelayanan publik, terlepas dari berbagai permasalahan yang masih melekat 

pada pelayanan publik itu sendiri. Sebagai kelengkapa data mengenai kualitas 

pelayanan publik, maka penting kiranya jika pendapat para ahli juga dikemukakan 

dalam penelitian ini, Brady dan Coninmendefinisikan kualitas pelayanan publik sebagai 

bentuk rasio antara harapan peengguna pelayanan dengan realita pelayanan yang 

didapat oleh pengguna layanan26.  Setelah itu, disempurnakan juga definisi kualitas 

                                                           
23 Darmadi Durianto, Brand Equity Ten, Jakarta:Gramedia. 2004. 15 
24 Muhammad Ridho Suaib, Pengantar Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Calpulis, 2016) 1 
25 Diah Nur Fitriana, Inovasi Pelayanan Publik BUMN (Studi Deskriptif tentang Inovasi Boarding Pass 

System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kereta Api PT KAI di Stasiun Gubeng Surabaya), 

Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 2, Nomor 1,  Januari 2014, 5 
26 Afrizal, Administrasi Keuangan Negara dan Daerah,  (Yogyakarta: UINPress, 2009) 88  
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pelayanan publik menurut Parasuraman27 bahwa kualitas pelayanan publik itu difahami 

sebagai suatu kesenjangan antara harapan pengguna layanan dengan kenyataannya di 

lapangan.  

Dalam menentukan atau menilai kualitas pelayanan publik, ada beberapa aspek yang 

perlu diperhatikan, dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 2 hal yang mnjadi 

aspek terpenting adalah aspek harapan pengguna layanan dan aspek pelayanan yang 

telah dirasakan oleh pengguna layanan. 2 hal tersebut juga mempunyai 10 aspek 

penentu, dan 10 aspek itu adalah mencakup diantaranya28:  

a. Tangible: bukti nyata dalam pelayanan publik, seperti fasilitas atau peralatan 

pelayanan, dan staf pelayan publik 

b. Competence: kemampuan, kapabilitas, atau keterampilan staf petugas pemberi 

layanan publik dalam menjalankan aktivitas layanan 

c. Reliability: ketepatan suatu pelayanan sesuai dengan apa yang diminta oleh 

Customers pelayanan 

d. Courtesy: suatu upaya yang dilakukan oleh petugas pemberi layanan untuk 

bersikap ramah, peka terhadap keinginan customers, dan menyenangkan bagi 

pengguna layanan. 

e. Responsiveness: upaya tanggung jawab dalam memberikan layanan terhadap 

customers dengan berusaha memberikan kualtas pelayanan terbaik 

f. Credibility: upaya menarik kepercayaan customers atau masyarakat pengguna 

layanan dengan bersikap jujur dan terpercaya 

g. Access: akses pelayanan berupa kontak atau kemudahan komunikasi 

h. Understanding Customers: segala bentuk upaya pemberi layanan untuk 

memahami keinginan maupun kebutuhan customers 

i. Security: jaminan keamanan atau ketiadaan resiko pelayanan 

j. Communication: fasilitas pemberi layanan yang berupa serap aspirasi customers, 

mendengarkan saran kritik atau keinginan customers, dan juga keterbukaan terkait 

informasi terhadap masyarakat 

                                                           
27 A. A Barata, Dasar-dasar Pelayanan Prima, (Jakarta:ElexMedia, 2003) 34 
28 Hamdani Pratama, Strategi Meningkatkan Kualitas........., 93 
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Kualitas pelayanan publik memiliki bebearapa standar atau indikator yang perlu 

diperharhatikan agar terfokus pada peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan 

menurut Gaspers, diantaranya adalah29: 

1) Prosedur pelayanan yang jelas dan memudahkan konsumen, mencakup waktu, 

syarat, biaya,  dan mekanisme pelayanan 

2) Ketepatan pelayanan, hal ini berkitan dengan bagaimana pelanggan mendapat 

pelayanan sesuai dengan waktu tunggu dan waktu proses yang sudah ditentukan 

oleh penyelenggara layanan 

3) Akurasi pelayanan, dimana pelayanan terhindar dari berbagai kesalahan atau 

ketidaksesuaian dengan prosedur 

4) Tanggung jawab yang diberikan oleh penyelenggara layanan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik termasuk keramahan dan kesopanan dalam pelayanan, terkait 

dengan pemberian pelayanan, terutama petugas yang berinteraksi langsung 

dengan pelanggan, seperti diantaranya customer service, satpam, petugas 

administrasi, penerima tamu, dll 

5) Kelengkapan fasilitas pelayanan, mulai dari fasilitas utama seperti pusat informasi 

dan petunjuk pelayanan maupun fasilitas penunjang seperti ruang tunggu, 

komputer, dan sebagainya 

6) Variasi dan inovasi pelayanan, dimana penyelenggara memberikan pola baru atau 

pembaharuan pola pelayanan sehingga senantiasa memberikan yang terbaik 

kepada pelanggan. 

Dapat disimpulkan dari berbagai definisi dan konsep kualitas pelayanan publik, 

maka dapat difahami bahwa kualitas pelayanan publik merupakan suatu pengalaman 

yang dialami oleh pengguna layanan ketika menggunakan pelayanan publik, menjadi 

dasar dalam evaluasi atau penilaian terhadap kualitas pelayanan publik tersebut. 

Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa citra kualitas pelayanan publik menjadi tolak 

ukur berhasil atau tidaknya jalannya suatu organisasi, baik organisasi penyelenggara 

layanan publik maupun oorganisasi yang bergerak dalam tujuan bisnis, keduanya 

mempunyai tolak ukur yang sama. 

6. Hipotesis 

                                                           
29 Muhammad Ridho Suaib, Pengantar Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Calpulis, 2016) 207-208 
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Hipotesis yang dirumuskan adalah hipotesis deskriptif yang rinciannya sebagai 

berikut: 

 H0: Tidak terdapat pengaruh positif yang siginifikan dari kebijakan PERZELA 

terhadap tingkat kualitas pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kabupaten 

Lamongan 

H1: Terdapat pengaruh positif yang siginifikan dari kebijakan PERZELA terhadap 

tingkat kualitas pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kabupaten Lamongan. 

 

B. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mix metode yakni campuran metode 

antara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

hasilnya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lain yang 

bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna peristiwa interaksi perilaku 

manusia dalam keadaan tertentu berdasarkan pendapat peneliti itu sendiri30, sedangkan 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis statistik data untuk 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan 31. Sementara itu, jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional yang mana penelitian 

korelasional adalah peneltian yang mencoba mencari keterhubungan dan seberapa 

tingkat hubungan 2 atau lebih variabel32. Dengan demikian, penelitian ini adalah 

penelitian yang menggunakan pendekatan mix method dengan disertai jenis penelitian 

korelasional. 

2. Variabel dan Indikator 

iDalam ipenelitian iini, irincian ivariabel idan iindikator iyang idigunakan iadalah 

isebagai iberikut: 

 Variabel i Indikator 

                                                           
30 Rachmat Kiriyanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada:2006, 12 
31 Basilisu Redan Werang, Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial, (Yogyakarta:Calpulis, 2015) 

16 
32 Ibid. 14 
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X 

 

Kebijakan iPerizinan iOnline 

iLamongan i(PERZELA) 

 

(Perbup iNo. i48 iTahun i2017 

iTentang iPendelegasian 

iWewenang iPelayanan 

iPerizinan idan iNon iPerizinan 

iPasal i5: i 

1. Operasi iterus imenerus 

i(Kontinuitas) 

2.  iManajemen iaplikasi 

iotomatis 

3. Pusat iinformasi 

4. Tersedia iJejak iaudit 

5. kerahasiaan idata idan 

iinformasi 

 

Y 

 

Kualitas iPelayanan iPerizinan iOnline 

iDPMPTSP iKabupaten iLamongan 

 

Menurut iGaspers i(2016:207): 

1. Prosedur ipelayanan 

2. Ketepatan ipelayanan 

3. Akurasi ipelayanan 

4. Tanggung ijawab 

ipelayanan 

5. Kelengkapan ifasilitas 

ipelayanan 

6. Variasi idan iinovasi 

ipelayanan 

 

 

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

Untuk mendapat data secara rinci terkait implementasi manajamen birokrasi 

DPMPPTSP Kabupaten Lamongan, tingkat kualitas pelayanan publik DPMPTSP 

Kabupaten Lamongan, serta pengaruh manajemen birokrasi terhadap kualitas pelayanan 
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publik di DPMPTSP Kabupaten Lamongan, Penelitian ini menggunakan sumber data 

primer yang berasal dari para responden yang akan ditentukan Instrumen penelitian data 

primer terdiri dari: 

1) Observasi. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data terkait 

pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Lamongan, mulai dari 

situasi di lapangan, sarana prasarana, petugas pelayanan, serta pusat informasi 

lalu mengamati cara DPMPTSP dalam memberikan pelayanan. 

2) Wawancara, Pada penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk 

mendapatkan tanbahan temuan data Rumusan Masalah pertama, yakni tentang 

kebijakan Perzela dan tingkat pelaksanaan Perizinan Online berbasis Perzela 

yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari 

Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Lamongan, Kasi Pendataan dan 

Pendaftaran Perizinan DPMPTSP Kabupaten Lamongan, serta Kasi Pengolaan 

dan Penerbitan izin DPMPTSP kabupaten Lamongan. 

3) Angket,  Angket digunakan untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah 

pertama khususnya tentang tingkat pelaksanaan PERZELA menurut masyarakat, 

rumusan masalah kedua yakni tingkat kualitas pelayanan Perizinan Online 

DPMPTSP Kabupaten Lamongan, serta rumusan masalah ketiga yakni pengaruh 

kebijakan Perzela terhadap tingkat kualitas pelayanan Perizinan Online di 

DPMPTSP Kabupaten Lamongan 

4) Dokumentasi. Dalam penelitian ini, metode digunakan untuk menggali data 

terkait profil, struktur organisasi, visi misi,  dan tupoksi DPMPTSP Kabupaten 

Lamongan, yang mana datanya didapat dari webiste resmi DPMPTSP Lamongan 

serta Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lamongan  

 

4. Populasi dan Sampel 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 4302 orang yang sudah pernah mendapat 

pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Lamongan terhitung mulai bulan Januari-Desember 

tahun 2020 dari  142  macam pelayanan baik perizinan maupun non perizinan33. Selain 

daripada itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai tambahan dalam 

                                                           
33  Situs resmi DPMPTSP Lamongan (Dpmptsp.lamongankab.go.id) 2020 
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mengumpulkan data temuan rumusan masalah pertama yakni pelaksanaan kebijakan 

PERZELA dengan kriteria yang pertama, memahami eksistensi dan fungsi kebijakan 

PERZELA, yang kedua, memahami alur pemrosesan dokumen perizinan yang diakses 

melalui PERZELA. Informan yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah Kabid 

Pelayanan Perizinan DPMPTSP Lamongan, Kasi Pendataan dan Pendaftaran Perizinan 

DPMPTSP Kabupaten Lamongan, serta Kasi Pengolaan dan Penerbitan izin DPMPTSP 

kabupaten Lamongan. 

Dalam penelitian ini, total populasinya adalah 4302 masyarakat yang sudah pernah 

mendapat layanan DPMPTSP terhitung mulai bulan Januari – Oktober tahun 2020. 

Selanjutnya, penentuan ukuran sampel dengan rumus slovin sebagai berikut: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi (dalam penelitian ini diambil populasi orang) 

e = Persentase margin error, dalam penelitian ini peneliti menetapkan sebesar 10% 

(e=10%) 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =
4302

1 + 4302𝑥10%2
 

𝑛 =
4302

1 + 43
 

𝑛 =
4339

44
 

𝑛 = 97 orang 

Dengan penghitungan demikian, maka diketahui bahwa sampel pada penelitian ini 

berjumlah 97 orang. 

Tekhnik yang digunakan untuk mengambil sampel penelitian ini adalah tekhnik 

Accidental Sampling. Tekhnik Accidental Sampling adalah tekhnik dimna sampel 
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dipilih secara spontanitas oleh peneliti34. Dengan demikian, sampel pada penelitian ini 

adalah masyarakat pengguna layanan DPMPTSP yang ditemui oleh peneliti di lokasi 

penelitian yakni Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamogan. Untuk menyempurnakan 

temuan data penelitian, khususnya data rumusan masalah pertama yakni pelaksanaan 

kebijakan PERZELA, maka penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan 

pemilihan informan melalui tekhnik Purposive sampling. Purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu35. Dengan 

demikian, Informan yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah Kabid Pelayanan 

Perizinan DPMPTSP Lamongan, Kasi Pendataan dan Pendaftaran Perizinan DPMPTSP 

Kabupaten Lamongan, serta Kasi Pengolaan dan Penerbitan izin DPMPTSP kabupaten 

Lamongan. 

5. Tekhnik Analisis Data 

Data yang digunakan pada penelitian dengan pendekatan mix method ini adalah 

dengan data deskriptif dan data statistik. Oleh karena menggunakan data statistik, maka 

peneliti menggunakan SPSS For Windows dalam menganalisis data. Adapun teknik 

analisisnya adalah dijelaskan sebagaimana berikut: 

1) Analisis Statistik Deskriptif Kuantitatif 

Analisis statistik deskriptif adalah analisis menggunakan data, dimana data  yang 

sudah terkumpul dideskripsikan sebagaimana adanya tanpa digeneralisasikan36. Setelah 

jawaban dari angket yang sudah disebar kepada responden sudah dikumpulkan, maka 

dibuat penyajian data tabel dengan hitungan frekuensi dan presentase serta penentuan 

mean/rata rata yang dihitung dengan rumus: 

𝑃 =
𝑓

𝑛
𝑥100% 

P: Presentase 

f: jumlah jawaban 

n: jumlah responden 

                                                           
34 Solimun, Metode Penelitian Kuantitatif: Peerspektif Sistem, (Malang: UB Press, 2016) 158 
35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  (Jakarta: Cempaka, 2018) 63 
36 Solimun, Metode Penelitian Kuantitatif: Peerspektif Sistem, (Malang: UB Press, 2016) 158 
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Setelah ditemukan hasil presentase, maka selanjutnya akan digunakan rumus 

tabulasi mean/rata-rata. Oleh karena itu, metode analisis ini digunakan untuk 

menganalisis rumusan masalah pertama yakni mengetahui tingkat pelaksanaan 

PERZELA menurut masyarakat, serta rumusan masalah kedua yakni mengetahui tingkat 

kualitas pelayanan perizinan online DPMPTSP Kabupaten Lamongan 

2) Analisis Statistik Inferensial.  

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik 

inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi37 . Data dianalisis 

menggunakan SPSS for Windows 8. Metode yang digunakan peneliti untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh kebijakan PERZELA terhadap tingkat kualitas pelayanan 

perizinan online di DPMPTSP Kabupaten Lamongan adalah dengan metode:  

 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana. 

Analisis regresi linier sederhana adalah metode analisis yang mencari hubungan dan 

dan membuktikan hipotesis hubungan antara 2 variabel38 

 

b. Uji Hipotesis (Uji T) 

Setelah data anilisis regresi linier sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisa apakah hubungan tersebut berlaku untuk seluruh populasi39. Uji T ini pada 

awalnya datanya diperoleh dari Koefisien (regresi linier), yang selanjutnya t hitung itu 

dibandingkan dengan t tabel. Hal itu nantinya akan menjadi Uji Hipotesis. Jika t hitung 

> t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, namun jika t hitung < t tabel, maka H0 

diterima dan H1 ditolak. 

3) Analisis Deskriptif Kualitatif  

                                                           
37 Wiratna Sujarweni, Statistika Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) 68 
38 Basilisu Redan Werang, Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial, (Yogyakarta:Calpulis, 2015) 

135 
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,  (Jakarta: Cempaka, 2018) 184 
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Selain daripada itu, untuk menyempurnakan temun data rumusan pertama yakni 

pelaksanaan kebijakan Perzela yang datanya diambil dari wawancara, maka penelitian 

ini juga menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif 

kualitatif adalah teknik yang menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai 

kondisi, situasi, dan data yang didapat berupa wawancara atau pengamatan yang 

dilakukan di lokasi penelitian40.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Kebijakan Perizinan Elektronik Lamongan (PERZELA) 

Data berikut ini disajikan dan dianalisis berdasarkan sebaran angket yang 

dilaksanakan di DPMPTSP Kabupaten Lamongan dan hasil wawancara penulis. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang Pelaksanaan Kebijakan 

PERZELA.  

1. Pelaksanaan PERZELA Berdasarkan Perbup Lamongan No.48 Tahun 2017 

Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan 

PERZELA pada dasarnya adalah bentuk follow up dari turunnya Perbup 

LamonganNo.48 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan, dimana 

dalam pelaksanaannya, PERZELA tetap berpegang pada setiap pasal yang dibunyikan 

dalam Perbup No. 4841. Dalam Perbup No. 48 tahun 2017 tentang pendelegasian 

wewenang perizinan, setidaknya ada 5 indikator jalannya PERZELA jika berdasarkan 

Perbup No.48 Tahun 207, yakni kontinuitas operasi, manajemen aplikasi otomatis, 

pusat data dan informasi, jejak audit, dan jaminan keamanan. 

a. Kontinuitas Operasi PERZELA 

Menurut Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPMPTSP, Luluk Zumiatin, PERZELA 

hingga saat ini masih bisa beroperasi secara terus menerus, PERZELA juga sejauh ini 

diupayakan untuk dapat dijalankan sesuai standar layanan (SOP DPMPTSP), lalu 

                                                           
40 I Madhe Winartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitan, Skripsi, dan Thesis, (Yogyakarta:Andi, 

2006) 155 
41 Luluk Zumiatin, S,Pd, (Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPMPTSP Kab. Lamongan), Wawancara pada 

24 Maret 2021. 
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DPMPTSP juga sealu berupaya meningkatkan keamanan operasi PERZELA dimana 

setiap pengguna layanan yang memakai SIPPOMA (aplikasi PERZELA) akan dijamin 

mendapat pelayanan yang sama dengan kantor dinas. Begitu juga menurut Edi Sutrisno 

(Kabid Pelayanan DPMPTSP Lamongan), bahwa sejauh ini masih menjadi solusi 

masyarakat untuk memudahkan setiap kebutuhan administrasi terkait perizinan online, 

dan akan terus diupayakan peningatannya dengan update aplikasi, dan berbagai evaluasi 

kerja. 

Kontinuitas operasi PERZELA menurut masyarakat diukur dalam 3 sub indikator, 

yakni PERZELA sesuai dengan standar/maklumat pelayanan, PERZELA sesuai dengan 

standar tingkat keamanan, dan PERZELA sesuai dengan standar tingkat data dan 

informasi. 

1) PERZELA sesuai dengan Standar Tingkat Pelayanan 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 44 46% 

2 Setuju 34 35% 

3 Kurang Setuju 8 8% 

4 Tidak Setuju 8 8% 

5 Sangat Tidak Setuju 3 3% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

 

2) PERZELA Sesuai Dengan Standar Tingkat Keamanan 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 47 49% 

2 Setuju 29 30% 

3 Kurang Setuju 10 10% 

4 Tidak Setuju 8 8% 

5 Sangat Tidak Setuju 3 3% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

3) PERZELA Sesuai Dengan Standar Tingkat Data dan Informasi 
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No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 47 49% 

2 Setuju 34 35% 

3 Kurang Setuju 8 8% 

4 Tidak Setuju 5 5% 

5 Sangat Tidak Setuju 3 3% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

b. Manajemen Aplikasi Otomatis 

PERZELA ditekankan untuk memilliki sistem manajemen otomatis, dimana setiap 

pengguna layanan yang memakai aplikasi Perzela, akan mendapat pelayanan yang 

sesuai tanpa ada gangguan maupun kesalahan, baik dalam segi penerbitan surat izin, 

rekomendasi, tanda daftar, ataupun informasi. Jadi, DPMPTSP juga mengupayakan 

untuk meminimalisasi gangguan bahkan meniadakan gangguan pada sistem PERZELA 

demi kenyamanan pengguna dan efektivitas pelayanan42. Setiap kali terjadi gangguan, 

menurut Sri Winarti sebagai Kasi Pengelolaan dan Penerbitan Izin DPMPTSP, naka 

akan dilakukan berbagi cara tergantung jenis gangguan, jika masalah server, maka 

solusinya adalah perbaikan sisi server, jika errror di pemrosesan pelayanan, maka akan 

ada berbagai solusi seperti input ulang atau bahkan menghubungi pengguna layanan 

yang bersangkutan. 

Manajemen aplikasi otomatis menurut masyarakat diukur dengan 4 sub indikator, 

yakni PERZELA melakukan manajemen aplikasi otomatis pelayanan perizinan, 

PERZELA melakukan manajemen aplikasi otomatis pelayanan non-perizinan, 

PERZELA melakukan manajemen aplikasi otomatis data dan informasi, serta 

PERZELA melakukan tindakan mengatasi gangguan. 

1) PERZELA Melakukan Manajemen Aplikasi Otomatis Pelayanan Perizinan 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 52 54% 

2 Setuju 29 30% 

                                                           
42 Edi Sutrisno, MM. (Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Lamongan), Wawancara pada 24 Maret 

2021 
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3 Kurang Setuju 4 4% 

4 Tidak Setuju 8 8% 

5 Sangat Tidak Setuju 4 4% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

2) PERZELA Melakukan Manajemen Aplikasi Otomatis Pelayanan Non-Perizinan 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 56 58% 

2 Setuju 26 27% 

3 Kurang Setuju 4 4% 

4 Tidak Setuju 7 7% 

5 Sangat Tidak Setuju 4 4% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

3) PERZELA Melakukan Manajemen Aplikasi Otomatis Data dan Informasi 

 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 61 63% 

2 Setuju 24 25% 

3 Kurang Setuju 5 5% 

4 Tidak Setuju 4 4% 

5 Sangat Tidak Setuju 3 3% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

4) PERZELA Melakukan Tindakan Mengatasi Gangguan 

 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 54 56% 

2 Setuju 29 30% 

3 Kurang Setuju 3 3% 

4 Tidak Setuju 6 6% 

5 Sangat Tidak Setuju 5 5% 

Jumlah 97 100% 
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Sumber: Kuisioner 

 

c. Pusat Data dan Informasi 

PERZELA juga sudah memuat semua jenis informasi terkait pelayanan DPMPTSP, 

baik mekanisme, syarat, prosedur, biaya, waktu atau apapun yang berhubungan dengan 

pelayanan, melalui SIPOLA di aplikasi, maupun melalui website. Bahkan, setiap 

perubahan, perkembangan, atau pengumuman tertentu yang bersifat aktual akan selalu 

diupdate di aplikasi maupun website43.  

Pusat informasi dan data diukur dengan 2 sub indikator, yakni PERZELA 

melakukan sinkronisasi data pengajuan pelayanan ke DPMPTSP sehingga pengguna 

layanan mendapat layanan yang sesuai, dan PERZELA menyediakan pusat informasi 

melalui aplikasi dan website 

1) PERZELA Melakukan Sinkronisasi Data Pengajuan Pelayanan Ke DPMPTSP 

Sehingga Pengguna Layanan Mendapat Layanan Yang Sesuai 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 49 51% 

2 Setuju 31 32% 

3 Kurang Setuju 9 9% 

4 Tidak Setuju 6 6% 

5 Sangat Tidak Setuju 2 2% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

2) PERZELA Menyediakan Pusat Informasi Melalui Aplikasi dan Website 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 52 54% 

2 Setuju 32 33% 

                                                           
43 Edi Sutrisno, MM. (Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Lamongan), Wawancara pada 24 Maret 

2021 
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3 Kurang Setuju 5 5% 

4 Tidak Setuju 5 5% 

5 Sangat Tidak Setuju 3 3% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

d. Jejak Audit 

DPMPTSP Kabupaten Lamongan memberikan fasilitas berupa tracking dokumen, 

bisa melalui fitur PERZELA Tracking di aplikasi SIPPOMA atau bisa melalui website 

perzela.dpmptsp.go.id. Jadi, setiap pengguna layanan DPMPTSP bisa melakukan  

pengecekan mandiri terhadap proses penerbitan dokumen perizinan44. Luluk Zumiatin 

(Kasi Pendataan dan Pendaftaran) juga menuturkan bahwasanya DPMPTSP juga 

memiliki riwayat audit terkait semua sirkulasi pelayanan di Perzela, sehingga bisa 

menjadi bahan evaluasi terhadap peningkatan performa aplikasi dan website. 

Jejak audit diukur dengan 1 sub indikator, yakni PERZELA menyediakan jejak 

audit/pengecekan proses pelayanan. 

1) PERZELA Menyediakan Jejak Audit/Pengecekan Proses Pelayanan 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 41 42% 

2 Setuju 37 37% 

3 Kurang Setuju 10 10% 

4 Tidak Setuju 8 8% 

5 Sangat Tidak Setuju 3 3% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

e. Keamanan. 

Keamanan data dan kerahasiaan data para pengguna layanan PERZELA adalah 

tanggung jawab dari DPMPTSP. Oleh karena itu, setiap data dan identitas pribadi 

pengguna layanan tidak akan dijadikan konsumsi publik oleh DPMPTSP, selain itu, 

cara kerja aplikasi dan website akan diperkuat terutama sistem keamanannya sehingga 

                                                           
44 Edi Sutrisno, MM. (Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Lamongan), Wawancara pada 24 Maret 

2021 
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setiap data didalamnya tidak bisa diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung 

jawab45. 

Keamanan menurut masyarakat diukur dengan 2 sub indikator, yakni PERZELA 

menjamin keamanan data dan informasi yang disampaikan DPMPTSP, dan PERZELA 

menjamin kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan ke DPMPTSP. 

1) PERZELA Menjamin Keamanan Data Dan Informasi Yang Disampaikan 

DPMPTSP 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 44 46% 

2 Setuju 34 35% 

3 Kurang Setuju 8 8% 

4 Tidak Setuju 8 8% 

5 Sangat Tidak Setuju 3 3% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

2) PERZELA Menjamin Kerahasiaan Data Dan Informasi Yang Disampaikan Ke 

DPMPTSP 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 46 48% 

2 Setuju 29 30% 

3 Kurang Setuju 10 10% 

4 Tidak Setuju 9 9% 

5 Sangat Tidak Setuju 3 3% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

 

Kesimpulannya, menurut masyarakat, Perzela juga sudah berada pada performa 

terbaik, dimana berdasarkan data yang sudah disajikan, sebagian besar pelaksanaan 

                                                           
45 Edi Sutrisno, MM. (Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Lamongan), Wawancara pada 24 Maret 

2021 
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Perzela berada pada skor 5 (sangat setuju) atau 4 (setuju), detailnya dijelaskan sebagai 

berikut: 

Skor Kuisioner 

Frekuensi Skor 

(jawaban semua 

pertanyaan angket 

variabel x) 

Skor x Frekuensi Skor 

Sangat Setuju (5) 546 2730 

Setuju (4) 368 1472 

Kurang Setuju (3) 84 252 

Tidak setuju (2) 82 164 

Sangat Tidak Setuju (1) 37 37 

Jumlah: 1117 4655 

Rata Rata: 
4655

1117
 = 4,1 

 

4655

1117
 = 4,1. selanjutnya adalah mengukur skala interval dengan cara 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚𝑥100
 = 

4655

5585𝑥100
 = 83% 

Dengan demikian, dapat difahami bahwasanya rata rata skor untuk variabel X yakni 

pelaksanaan Kebijakan Perzela adalah 4,1 dari total skor tertinggi 5.0 atau 83% dari 

100%, yang artinya masyarakat cukup percaya bahwa Perzela sudah berjalan dengan 

baik dan memenuhi indikator kontinuitas operasi Perzela, manajemen aplikasi otomatis, 

pusat data informasi, jejak audit, dan jaminan keamanan data. 

2. Data Temuan Hasil Wawancara Pelaksanaan Kebijakan PERZELA 

Selain analisis data dari angket, penelitian ini juga memiliki data temuan dari 

wawancara penulis yang datanya dibahas sebagimana berikut: 

Perizinan Elektronik Lamongan (PERZELA) merupakan salah satu bentuk inovasi 

pelayanan dari DPMPTSP Kabupaten Lamongan yang ditujukan untuk meningkatkan 
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efektivitas dan kualitas pelayanan khususnya di bidang penerbitasn surat izin dan 

penerbitan rekomendasi46.menurut Kasi Pendataan DPMPTSP Kab. Lamongan, Luluk 

Zumiatin, S.Pd, PERZELA biasanya dijadikan solusi untuk memangkas panjangnya 

proses administrasi, terutama dalam hal penanaman modal, investasi maupun 

pembukaan usaha, serta pendirian gedung, ditambah lagi PERZELA yang sekarang 

memiliki banyak fitur aplikasi maupun non aplikasi yang bisa sangat membantu 

masyarakat dalam menuntaskan problem atau keluhan terkait sulitnya proses 

administrasi.  PERZELA mulai dapat dioperasikan dan diakses oleh masyarakat pada 

tahun 2018 sebagai bentuk tindak lanjut problematika alur administrasi perizinan, dan 

sebagai upaya DPMPTSP untuk mengikuti perkembangan tekhnologi yang digunakan 

di tengah masyarakat47.  

Menurut Edi Sutrisno selaku Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten 

Lamongan, ada 142 pelayanan di DPMPTSP, dan semuanya bisa diakses dari 

PERZELA, sebagian bisa diakses dari mulai proses pendaftaran hingga penyetoran 

dokumen, dan sebagian bisa diakses dari fitur tracking yakni pengecekan proses 

pelayanan atau penerbitan dokumen. Secara rinci pelaksanaan tekhnis PERZELA 

dijelaskan Edi Sutrisno sebagai berikut48: 

a. Aplikasi Utama PERZELA (SIPPOMA) 

SIPPOMA (Solusi Pelayanan Publik Online dan Mandiri) merupakan aplikasi 

PERZELA dengan update terbaru, penggunaannya cukup dengan menyelesaikan proses 

instalasi di Google Playstore, setelah itu pengguna bisa mengakses semua fitur 

PERZELA seperti OSS, PERZELA Track, Sipola, SIPPADU, JebolPrima dll. 

b. SIPOLA (Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi) 

Setelah melakukan proses instalasi SIPPOMA atau aplikasi PERZELA, maka 

selanjutnya dalam melakukan perizinan elektronik, maka diperlukan basis informasi 

yang berisikan tentang petunjuk tekhnis, prosedur perizinan, mekanisme perizinan, 

                                                           
46 Sri Winarti, SE, MM (Kasi Pengelolaan dan Penerbitan Izin DPMPTSP Lamongan), Wawancara pada 

24 Maret 2021 
47 Edi Sutrisno, MM. (Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Lamongan), Wawancara pada 24 Maret 

2021 
48 Edi Sutrisno, MM. Selaku Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP, Wawancara pada 24 Maret 2021 
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waktu, biaya, dan syarat-syarat pengajuan perizinan. selain itu, SIPOLA juga 

merupakan fitur dalam aplikasi Perzela yang berisikan potensi investasi, penanaman 

modal, dan informasi zona kawasan industri. 

c. Perizinan OSS 

SIPPOMA memuat Perizinan OSS (Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik atau Online Single Submission), baik prosedur maupun persyaratan dll. 

Secara lengkap tekhnisnya adalah sebagai berikut: 

a. Pemohon bisa mengecek terlebih dahulu perizinan termasuk OSS atau 

tidak 

b. Pemohon melakukan registrasi atau mengajukan peromohonan 

pemenuhan komitmen OSS 

c. Lalu permohonan pemenuhan komitmen diproses dalam waktu 14 hari 

kerja (atau sesuai SOP daerah) 

d. Setelah iu dikaji dan divalidasi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan 

selama 1 hari (sekaligus menentukan permohonan diterima atau ditolak) 

e. Lalu hasil notifikasi pemenuhan komitmen disampaikan setidaknya 2 

hari setelah diputuskan. 

f. OSS tidak dipungut biaya 

 

d. SIPPADU (Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu) 

Selain itu ada juga SIPPADU (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu) , 

fitur aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pelayanan perizinan secara elektronik. 

SIPPADU membawahi jenis-jenis perizinan diantaranya: 

1)  Berbagai macam Izin lokasi/ Pemanfaatan Tanah Negara, memiliki biaya 

retribusi dengan waktu proses pemenuhan komitmen 14 hari kerja 

2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), memiliki biaya retribusi dan waktu proses 

pemenuhan komitmen 14 hari kerja 

3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), gratis retribusi dan waktu proses pemenuhan 

komitmen 14 hari kerja 
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4) Izin Usaha Jasa Kontruksi, gratis retribusi dan waktu proses pemenuhan 

komitmen 14 hari kerja 

5) Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan, gratis retribusi dan waktu proses 

pemenuhan komitmen 14 hari kerja 

6) Reklame, memiliki biaya retribusi dan waktu proses pemenuhan komitmen 14 

hari kerja. 

Secara tekhnis permohonannya sama, yakni dengan registrasi, menunggu proses 

pemenuhan komitmen selama 14 hari kerja, lalu putusan validasi pemenuhan komitmen 

perizinan. 

e. Perzela Tracking 

Tracking dokumen merupakan Fitur yang paling sering digunakan karena sebagai 

alat ukur atau alat pengecekan para pengguna layanan untuk mengetahui sampai dimana 

suatu dokumen perizinan diproses oleh DPMPTSP, layanan ini pada umumnya dipakai 

untuk pelacakan status izin dan pemeriksaan legalitas izin dengan kode QR, untuk 

mengetahui izin yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP, layanan perizinan OSS (Online 

Single Submission), dan layanan saran serta pengaduan. Cara operasinya cukup dengan 

login pemohon (username dan password sudah didapat saat registrasi), lalu pilih menu 

tracking dokumen di PERZELA, maka semua bisa tahu proses sampai dimana suatu 

pelayanan perizinan. 

f. JEBOLPRIMA (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Masyarakat) 

Jebolpima adalah salah satu inovasi layanan yang dicetuskan DPMPTSP Kabupaten 

lamongan yang bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus pelayanan izin 

berusaha di kecamatan, kemudian dilanjutkan ke pihak desa, sehingga dapat dengan 

mudah menjangkau masyarakat pedesaan. 

g. PACEKUDU (Pelayanan Cepat Terpadu Satu Pintu) 

Pacekudu adalah pelayanan terbaru yang diluncurkan pada tahun 2020, dimana 

pelayanan publik kabupaten Lamongan dipusatkan pada MALL PELAYANAN 

PUBLIK (MPP) Lamongan, dalam rangka penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, 

terjangkau, aman dan nyaman. DPMPPTSP Lamongan juga berinovasi dalam 
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mendirikan stand pelayanan di hari bebas kendaraan bermotor, atau di acara minggu 

ceria. 

B. Tingkat Kualitas Pelayanan Perizinan Online DPMPTSP Kabupaten 

Lamongan 

Kualitas pelayanan publik memiliki bebearapa standar atau indikator yang perlu 

diperharhatikan agar terfokus pada peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan 

menurut Gaspers, diantaranya adalah49: 

1) Prosedur pelayanan yang jelas dan memudahkan konsumen, mencakup waktu, 

syarat, biaya,  dan mekanisme pelayanan 

2) Ketepatan pelayanan, hal ini berkitan dengan bagaimana pelanggan mendapat 

pelayanan sesuai dengan waktu tunggu dan waktu proses yang sudah ditentukan 

oleh penyelenggara layanan 

3) Akurasi pelayanan, dimana pelayanan terhindar dari berbagai kesalahan atau 

ketidaksesuaian dengan prosedur 

4) Tanggung jawab yang diberikan oleh penyelenggara layanan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik termasuk keramahan dan kesopanan dalam pelayanan, terkait 

dengan pemberian pelayanan, terutama petugas yang berinteraksi langsung 

dengan pelanggan, seperti diantaranya customer service, satpam, petugas 

administrasi, penerima tamu, dll 

5) Kelengkapan fasilitas pelayanan, mulai dari fasilitas utama seperti pusat informasi 

dan petunjuk pelayanan maupun fasilitas penunjang seperti ruang tunggu, 

komputer, dan sebagainya 

6) Variasi dan inovasi pelayanan, dimana penyelenggara memberikan pola baru atau 

pembaharuan pola pelayanan sehingga senantiasa memberikan yang terbaik 

kepada pelanggan. 

Pelaksanaan Perzela ditujukan sebagai salah satu solusi permasalahan kualitas 

pelayanan publik di DPMPTSP khususnya dalam hal pelayanan perjinan online, namun 

perlu dikaji bahwasanya apakah masyarakat sudah mencapai tingkat kepuasan atau 

bagaimana penilaian masyarakat terhadap tingkat kualitas pelayanan perizinan online di 

                                                           
49 Muhammad Ridho Suaib, Pengantar Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Calpulis, 2016) 207-208 
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DPMPTSP Kabupaten Lamongan, berikut adalah tingkat kualitas pelayanan perizinan 

online DPMPTSP Kabupaten lamongan menurut masyarakat berdasarkan penelitian di 

lapangan: 

1. Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan diukur dengan 4 indikator, yakni waktu pelayanan, syarat 

pelayanan, biaya pelayanan, dan mekanisme pelayanan. 

a. Waktu Pemberian Pelayanan PERZELA Kepada Konsumen Jelas 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 47 49% 

2 Setuju 34 35% 

3 Kurang Setuju 8 8% 

4 Tidak Setuju 5 5% 

5 Sangat Tidak Setuju 3 3% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

 

b. Syarat Pelayanan PERZELA Kepada Konsumen Jelas dan Mudah 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 51 53% 

2 Setuju 27 28% 

3 Kurang Setuju 7 7% 

4 Tidak Setuju 8 8% 

5 Sangat Tidak Setuju 4 4% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

 

c. Biaya Pelayanan PERZELA Keada Konsumen Jelas 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 54 56% 

2 Setuju 28 29% 

3 Kurang Setuju 5 5% 

4 Tidak Setuju 6 6% 
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5 Sangat Tidak Setuju 4 4% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

 

d. Mekanisme Pelayanan PERZELA Kepada Konsumen Jelas dan Mudah 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 59 61% 

2 Setuju 25 26% 

3 Kurang Setuju 6 6% 

4 Tidak Setuju 4 4% 

5 Sangat Tidak Setuju 3 3% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

 

 

2. Ketepatan Pelayanan 

Ketepatan pelayanan diukur dengan 2 sub indikator, yakni Pengguna PERZELA 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan waktu tunggu yang sudah ditentukan, dan 

Pengguna PERZELA mendapatkan pelayanan sesuai dengan waktu proses yang sudah 

ditentukan. 

a. Pengguna PERZELA Mendapatkan Pelayanan Sesuai Dengan Waktu Tunggu 

Yang Sudah Ditentukan 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 52 54% 

2 Setuju 27 28% 

3 Kurang Setuju 4 4% 

4 Tidak Setuju 9 9% 

5 Sangat Tidak Setuju 5 5% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 
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b. Pengguna PERZELA Mendapatkan Pelayanan Sesuai Dengan Waktu Proses 

Yang Sudah Ditentukan 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 49 51% 

2 Setuju 32 33% 

3 Kurang Setuju 8 8% 

4 Tidak Setuju 6 6% 

5 Sangat Tidak Setuju 2 2% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

3. Akurasi Pelayanan 

Akurasi pelayanan diukur dengan 1 variabel yakni di PERZELA tidak terjadi 

kesalahan/ketidaksesuaian prosedur pelayanan. 

a. Di PERZELA Tidak Terjadi Kesalahan/Ketidaksesuaian Prosedur Pelayanan 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 53 55% 

2 Setuju 33 34% 

3 Kurang Setuju 5 5% 

4 Tidak Setuju 4 4% 

5 Sangat Tidak Setuju 2 2% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

 

4. Tanggung Jawab Pelayanan 

Tanggung jawab pelayanan diukur dengan 2 sub indikator, yakni petugas PERZELA 

ramah dalam memberikan pelayanan, dan petugas PERZELA sopan dalam memberikan 

pelayanan. 

a. Petugas PERZELA Ramah Dalam Memberikan Pelayanan 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 43 45% 

2 Setuju 37 38% 
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3 Kurang Setuju 10 10% 

4 Tidak Setuju 5 5% 

5 Sangat Tidak Setuju 2 2% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

 

b. Petugas PERZELA Sopan Dalam Memberikan Pelayanan 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 32 33% 

2 Setuju 29 30% 

3 Kurang Setuju 17 18% 

4 Tidak Setuju 15 15% 

5 Sangat Tidak Setuju 4 4% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

5. Fasilitas Pelayanan 

Fasilitas pelayanan diukur dengan 3 sub indikator, yakni tersedia pusat informasi di 

PERZELA, tersedia petunjuk pelayanan di PERZELA, dan tersedia fasilitas penunjang 

PERZELA seperti ruang tunggu, komputer dll di DPMPTSP. 

a. Tersedia Pusat Informasi di PERZELA 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 34 35% 

2 Setuju 31 32% 

3 Kurang Setuju 17 18% 

4 Tidak Setuju 11 11% 

5 Sangat Tidak Setuju 4 4% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

 

b. Tersedia Petunjuk Pelayanan di PERZELA 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 35 36% 

2 Setuju 36 37% 
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3 Kurang Setuju 11 12% 

4 Tidak Setuju 9 9% 

5 Sangat Tidak Setuju 6 6% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

c. Tersedia Fasilitas Penunjang PERZELA Seperti Ruang Tunggu, Komputer dll 

Di DPMPTSP 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 39 40% 

2 Setuju 28 29% 

3 Kurang Setuju 9 9% 

4 Tidak Setuju 17 18% 

5 Sangat Tidak Setuju 4 4% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

 

6. Inovasi dan Variasi Pelayanan 

Inovasi dan variasi pelayanan diukur dengan satu sub-indikator, yakni terdapat 

update/pengembangan pada PERZELA 

a. Terdapat Update/Pengembangan Pada PERZELA 

No Jawaban Frekuensi Presentase 

1 Sangat Setuju 39 40% 

2 Setuju 33 34% 

3 Kurang Setuju 8 8% 

4 Tidak Setuju 8 8% 

5 Sangat Tidak Setuju 9 10% 

Jumlah 97 100% 

Sumber: Kuisioner 

Dari data diatas, dapat dihitung kesimpulan sebagai berikut: 

Skor Kuisioner 

Frekuensi Skor (jawaban 

semua pertanyaan angket 

variabel x) 

Skor x Frekuensi Skor 
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Sangat Setuju (5) 587 2935 

Setuju (4) 400 1600 

Kurang Setuju (3) 115 345 

Tidak setuju (2) 107 214 

Sangat Tidak Setuju (1) 52 52 

Jumlah: 1261 5146 

Rata Rata: 
5146

1261
 = 4,0 

 

5146

1261
 = 4,0. selanjutnya adalah mengukur skala interval dengan cara 

 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚𝑥100
 = 

5146

6305𝑥100
 = 81% 

Dengan demikian, dapat difahami bahwasanya rata rata skor untuk variabel Y yakni 

pelaksanaan Kebijakan Perzela adalah 4,0 dari total skor tertinggi 5.0 atau 81% dari 

100%, yang artinya masyarakat menilai bahwa tingkat kualitas pelayanan perizinan 

online DPMPTSP Kabupaten Lamongan berada pada tingkat kualitas yang tinggi, baik 

dalam hal prosedur pelayanan, ketepatan pelayanan, akurasi pelayanan, tanggung jawab 

pelayanan, fasilitas pelayanan, dan inovasi pelayanan. 

C. Pengaruh Kebijakan PERZELA Terhadap Tingkat Kualitas Pelayanan 

Perizinan Online DPMPTSP Kabupaten Lamongan 

Menurut Abdul Wahab (1997;22) Kebijakan publik bisa berpengaruh terhadap 

tingkat kualitas pelayanan publik setelah dilakukan penganalisaan dan penilaian akibat 

dan konsekuensinya50. Dengan demikian, adanya Perzela harusnya bisa menjadi faktor 

meningkatnya kualitas pelayanan perizinan online di DPMPTSP Kabupaten Lamongan. 

Secara rinci hasil penelitian atau analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Analisis iRegresi iLinier iSederhana 

                                                           
50 Abdul Wahab, Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara, Jakarta: 

Bumi Aksara, 1997. 22 
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Analisis iregresi ilinier isederhana iadalah imetode ianalisis iyang imencari ihubungan 

idan idan imembuktikan ihipotesis ihubungan iantara i2 ivariabel51. iDimana imetode 

iini imencari ipola ihubungan iantara iVariabel iX i(manajemen ibirokrasi) idan 

ivariabel iY52 i(tingkat ikualitas ipelayanan ipublik idi iDPMPTSP iKabupaten 

iLamongan) 

Model iSummary 

Mod

el 

R R 

iSquare 

Adjusted iR 

iSquare 

Std. iError iof 

ithe iEstimate 

1 .254a .065 .055 9.31442 

a. iPredictors: i(Constant), iKebijakan iPerizinan iOnline 

iLamongan i(PERZELA) 

 

Dari itabel idiatas idapat idijelaskan isebagi iberikut: 

R i(Koefisien iKorelasi); i 

Besaran ikoefisien ikorelasi idari imodel itsb iadalah i0.254, idengan idemikian 

itingkat ihubungan iantara ivariabel iX idan iVariabel iY itermasuk idalam ikategori 

irendah.  

 

R2(Koefisien iDeterminasi); i 

berdasarkan inilai iR2 isebesar i0.065, imaka inilai iini imengandung iarti ibahwa 

ipengaruh ikebijakan iperzela i(X) iterhadap ikualitas ilayanan i(Y) iadalah isebesar 

i6.5% isedangkan i93.5% ikualitas ipelayanan idipengaruhi ioleh ivariabel ilain iyang 

itidak iditeliti. 

2. Uji iT i i(Melihat iSignifikansi iVariabel iX iterhadap iVariabel iY 

Coefficientsa 

                                                           
51 Basilisu Redan Werang, Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial, (Yogyakarta:Calpulis, 2015) 

135 
52 Sity  Nurlily Lenda, Pengaruh Budaya Birokrasi Terhadap Kinerja Aparatur Di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Journal Volume II No. 4 2013, 5 
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Model Unstandardized 

iCoefficients 

Standardi

zed 

iCoefficie

nts 

t Sig. 

B Std. 

iError 

Beta 

1 (Constant) 37.841 6.005  6.301 .000 

Kebijakan 

iPerizinan iOnline 

iLamongan 

i(PERZELA) 

.329 .128 .254 2.565 .012 

a. iDependent iVariable: iKualitas iPelayanan iPerizinan i iOnline iDPMPTSP 

iKabupaten i iLamongan 

 

Ho: iTidak iterdapat ipengaruh ipositif iyang isignifikan idari ikebijakan iperzela 

iterhadap itingkat ikualitas ipelayanan 

H1: iTerdapat ipengaruh ipositif iyang isignifikan idari ikebijakan iperzela iterhadap 

itingkat ikualitas ipelayanan 

a. Uji ihipotesis idengan imembandingkan inilai iSig idengan i0.05 

Dasar ipengambilan ikeputusan: 

Jika inilai isig<0.05, imaka iterdapat ipengaruh ivariabel iX iterhadap ivariabel iY 

Jika inilai isig>0/05, imaka itidak iterdapat ipengaruh ivariabel iX iterhadap ivariabel iY 

Berdasarkan ioutput dari table diatas idiketahui ibahwa inilai isignifikansi i(Sig.) 

isebesar i0.012, iyang imana i0.012 ilebih ikecil idari i0.05 issehingga idapat 

idisimpulkan ibahwa iH0 iditolak idan iH1 iditerima, iyang iberarti ibahwa i“terdapat 

ipengaruh ikebijakan iperzela iterhadap ikualitas ipelayanan” 

 

b. Uji ihipotesis idengan imembandingkan iT ihitung idengan iT itabel 

Dasar ipengambilan ikeputusan i; 

Jika iT ihitung i> iT itabel, imaka iterdapat ipengaruh ikebijakan iterhadap ikualitas 

ipelayanan 

Jika iT ihitung i< iT itabel, imaka itidak iada ipengaruh ikebijakan iterhadap ikualitas 

ipelayanan 
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Berdasarkan output tabel diatas diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 2.565 

Kemudian nilai T tabel dihitung dengan; 

Derajat kebebasan (df)=n-2, dimana n=97, jadi df=95 

Df=95; a=0.025, maka nilai T tabel =1.988 

2.565>1.988, dimana T hitung lebih besar dari T tabel sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima yang berarti bahwa “ada pengaruh kebijakan perzela terhadap kualitas 

pelayanan”. Secara detail, dengan nilai T hitung yang diapat sebesar 2.565 yang mana 

bersifat positif maka berdasarkan Uji-T dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif 

signifikan kebijakan Perzela terhadap kualitas pelayanan.  

Dari pembahasan analisis data yang sudah disajikan, dapat diketahui bahwa 

Kebijakan Perzela (variabel X) dan Kualitas Pelayanan Perizinan Online (variabel Y) 

memiliki tingkat hubungan yang rendah yakni sebesar 0.254, dimana pengaruh 

Kebijakan Perzela (X) terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Online (Y) adalah sebesar 

6.5% sedangkan 93.5% kualitas pelayanan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terrdapat pengaruh positif 

signifikan antara Kebijakan Perzela terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Online, 

namun dengan tingkat hubungan atau pengaruh yang rendah.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, ada beberapa kesimpulan terkait 

pengaruh kebijakan Perzela terhadap tingkat kualitas pelayanan perizinan online di 

DPMPTSSP Kabupaten lamongan yang dijelaskan sebagaimana berikut: 

1. PERZELA adalah salah satu terobosan baru bagi DPMPTSP Kabuaten 

Lamongan dalam hal meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, didasarkan 

pada Perbup Lamongan No. 48 Tahun 2017, Perzela dijalankan oleh DPMPTSP 

dan hingga saat ini masih eksis dan beroperasi di tengah masyarakat. Perzela 

memiliki fitur diantaranya adalah SIPPOMA, Sipola, SIPPADU,Tracking, 

Pacekudu, dan Jebolprima. Masyarakat menilai bahwasanya rata rata skor untuk 
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variabel X yakni pelaksanaan Kebijakan Perzela adalah 4,1 dari total skor 

tertinggi 5.0 atau 83% dari 100%, yang artinya masyarakat cukup percaya 

bahwa Perzela sudah berjalan dengan baik dan memenuhi indikator kontinuitas 

operasi Perzela, manajemen aplikasi otomatis, pusat data informasi, jejak audit, 

dan jaminan keamanan data 

2. Tingkat kualitas pelayanan DPMPTSP, khususnya dalam hal perizinan online 

menurut masyarakat rata rata skor untuk variabel Y yakni pelaksanaan 

Kebijakan Perzela adalah 4,0 dari total skor tertinggi 5.0, atau 81% dari 100%, 

yang artinya masyarakat menilai bahwa tingkat kualitas pelayanan perizinan 

online DPMPTSP Kabupaten Lamongan berada pada tingkat kualitas yang 

tinggi, baik dalam hal prosedur pelayanan, ketepatan pelayanan, akurasi 

pelayanan, tanggung jawab pelayanan, fasilitas pelayanan, dan inovasi 

pelayanan. 

Terdapat pengaruh positif antara Kebijakan Perzela terhadap Kualitas Pelayanan 

Perizinan Online, namun dengan tingkat hubungan atau pengaruh yang rendah, dimana 

pengaruh Kebijakan Perzela (X) terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Online (Y) 

adalah sebesar 6.5% sedangkan 93.5% kualitas pelayanan dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti. 
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